KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGONGAN
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBARGUNAN JANGHA MENENGAH DESA

(RPJMDes) TAHUN 2020-2025

DESA PAGONGAN KECAMATAR DUEUHTURI KAB. TEGAL

Menimbang

Mengingat

L.

KEPALA DESA PAGONGAN,

a. bahwa dalam rangka untink menjabarkan visi, misi dan

program Kepala Desa Pagongan perlu disusun dalam
Rencana  Pemhbangunan  Jangka  Menengah  Deasa
(RPJAMDes;|;

. bahwa masa berlaku RPJMDes Desa Pagongan sudah

berakhir pada tahun 2019, dan dalam rangka
melanjutkan permbangunan desa vang berkelanjutan serta
terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes] yvang diselaraskan dengan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Tegal dalam RPJMD 2019 -
2324, dipandang perhu adanya Peraturan Desa;

. babwa untuk menjabarkan dan melenglapi Peraturan

Desa tersebut bherdasarkan pertimbangan achagaimana
dimaksud dalam huruf &, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagongan tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nesa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025
Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal:

d. rancangan RPJMDes Nesa Pagongan Tahun 2020 s/d 2025

sudah dikonsultasikan dengan Kasi PMD kecamatan
Drukuhiuri .

Undang-Undang XNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentuikan Daerah-dacrah Kabupaten NDalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;



10,

11,

132,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undan gan,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Pemerintah Nomar 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat If
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat [I Tegal ;

Peraturan Pemetintah Namor R Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tshun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana dinbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 lentang Perubahan
Peraturan Pemernintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
tentung Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 rentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
lentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah:;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
teritang Urusan Pemerintahan vang Menjadi Kewcnanygan
Pemerintah Kabupaten Tegal;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Perithahan Atas Peraturan Rupati Tega! Nomor 72 Tahug
2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Angearan 2019
Peraturan Desa Pagongan Nomor Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019,



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
EADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN
DAN EEPALA DESA PAGONGAN

MEMUTUSBHKAN :
Me¢netapkan : FERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMEBANGUNAN
JANGEA MENEGAH DESA (REJMDesgj 2020-2025

BAR !
KETENTUAN UMUM
Paaal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimalksud dengan Pemerintahan Desa
adalah Pemerintah Desa Pagongan dan Badan Permusyawaratan Desa
[BFD] Desa Pagongan;

2. Pcmerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa,

3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang diletapkan olch Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-

4. Keputusan Kepala Desa adalah semus keputusan yang bersifal
mengatir dan merupakan pelaksanasn dari Peraturen Desa dan
Kebjjaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang penvelenggaraan
Pemerintahan, bidang pelaksanaan Pembangunan, hidang pembinaan
Kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan:

». Rencana Pembangunan Jangka Mencgah Desa yang selanjutnya
dismngkat RPJMDes adalah dokumen perencanasn untulk periode 6
(enam) lahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program privritas
kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;

6. Rencana Kerjn Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkal RKPDes
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 [satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMDes vang memuat kerangka ekonomi
desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan  yang
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta perkiraan yang maju, baik vaug dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Desa maupun vang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakal dengan mengacy kepada Rencana Kemja
Pemerintah {RKP;

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnva disingkat
LPMD adalab lembaga yang dibentuk oleh masvarakat sesuai dengan
kebutuhan dan  merupakan mitra  pemerintah  desa  dalam
memberdayakan masyarakat;

8. Kader Pemberdayaan Masyarakar yang selanjutnya disingkat KPM
adelah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemavun
untuk menggerakan masyarakar untuk berpartisipasi  dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;



Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliput data dusar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
munusia, kelembagaan, sarana dag prasarana serla perkembangan
kemajuan dan permasalahan vang dihadapi desa;
BAB I
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEN ETAPAN EPJMfles
Pasal 2

. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa yang selanjutnya

disingkat RPJMDes dapat diajukan nleh Pemeriniah Desa;

. Dalam menvusun rancangan RPJMDes, Pemcrintah [Desa harus

mermperhatikan dengan Sungguh sungguh aspirasi yang berkembang
dimasyarakat yang diwedahi oleh LPMD JKPM;

Rancangen RPJMDes yang berasl dari Pemerintah desa disampaikan
oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD, KPM,
Lembaga Kemasyarakatan, TP PKK, Tokoh Masyvarakat, Tokah Agama,
dan sebagainva;

Setelah menerima  Rancan gan RPIMDes, Pemerintah  Desa
melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan
Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;

- Jika Rancangan KPJMDes berasai dari Pemerintah Desa, maka

Pemerintah Desa meongundang LPMD, lembaga-lembaga
kemasyarakatan, tokoh agama, tokeh masyarakat, dan lain-lain untuk
melakuksan Musrenbuang Desa membawa RPIMTIes:

. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimalsud dalam ayat

(4] dan ayat (5), maka Pemerin:ah Desa menvelenggarakan rapat
paripurna yang dihaditi oleh BPD dan Pemerintah Desa serta
LPMTY/KPM, dan lembaga-lembaga kemasvarakatan dalym ACara
penetapan persetujuan DBPD  atas Rancangan RPJMDes menjadi
RPJMDes vang dituangkan dalam Peraluran Desa:

Setelah mendapat persetujuan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana
vang dimaksud dalam ayat (6), maks Kepala Desa menetapkan
RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan
yang ditunjuk untuk mengundangkan daiam lembaran desa;

BAR IIT
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RBIMDes
Pasal 3

- Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilaj-nilai demokrasi para

anggotanya untuk mengabil kepittusan yany dikoordinir oleh LPMD atau
sebutan lain dalm forum Musienbang Desa:

. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa

dalam perencanaan pembangunun dess berdasarkan musvawarah dan
mufgkat;



up diatur dalam Peraturan RPJMDeg ini

akan diatur ojeh Keputusan Kepala Desa;

Segala biaya yang timbul ge ]

Diundangkan di Desa Pagangan
Pada Tanpes

SEKRE 3 DESA PAGONGAN

WACHIDIN
Berita Desg Pagongan Nomor  Tahun




